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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep General Will yang dikemukakan
oleh Jean-Jacques Rousseau terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Metode yang
digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan.
Data diperoleh dari berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan
konsep General Will serta perkembangan demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara normatif prinsip-prinsip General Will, seperti kedaulatan rakyat,
kesetaraan, musyawarah untuk mencapai kebaikan bersama, kebebasan sipil, dan partisipasi
langsung telah tercermin dalam sistem demokrasi Indonesia melalui Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam implementasinya masih
terdapat kesenjangan antara prinsip dan praktik demokrasi akibat pengaruh kepentingan elite
politik, lemahnya representasi rakyat, menurunnya kebebasan sipil, serta rendahnya partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, konsep General Will tetap
relevan sebagai kerangka normatif untuk mengevaluasi dan memperkuat kualitas demokrasi di
Indonesia agar lebih berorientasi pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.
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Abstract

This study aims to analyze the relevance of Jean-Jacques Rousseau's concept of General Will
to the implementation of democracy in Indonesia. The research employs a qualitative
descriptive approach using library research methods. Data were collected from relevant
literature, books, scientific journals, and documents concerning the concept of General Will
and the development of democracy in Indonesia. The findings indicate that, normatively, the
principles of General Will—such as popular sovereignty, equality, deliberation for the common
good, civil liberties, and direct participation have been reflected in Indonesia's democratic
system through Pancasila and the 1945 Constitution. Nevertheless, significant gaps remain
between democratic principles and their implementation due to the influence of political elites,
weak public representation, declining civil liberties, and low levels of citizen participation in
policymaking processes. Therefore, the concept of General Will remains relevant as a
normative framework for evaluating and strengthening the quality of democracy in Indonesia
so that it better serves the public interest and societal welfare.
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A. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang dimana menempatkan
rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara, hal ini
sejalan dengan pendapat yang dikemukakan (Rahadi Budi Prayitno & Arlis Prayugo, 2023)
yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan yang mengajak rakyat untuk ikut
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serta memerintah, secara langsung pada masyarakat yang sederhana maupun secara
representatif atau secara tidak langsung. Dalam perkembanganya demokrasi tidak hanya
dianggap sebagai suatu mekanisme untuk memilih perwakilan maupun pemimimpin suatu
wilayah kekuasaan namun juga digunakan sebagai alat guna mewujudkan dan menciptakan
masyarakat yang sejahtera melalui mewujudkan kepentingan dan aspirasinya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat di dunia yang menganut prinsip
kedaulatan rakyat tentunya telah mengimplementasikan mekanisme-mekanisme demokrasi
dalam sebagian besar aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dicerminkan melalui
adanya lembaga perwakilan (parlemen), ada dan terlaksananya pemilihan umum, serta
kebebasan untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Hal ini ditunjukkan melalui isi dalam
konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan
bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksankan dengan peraturan yang berlaku,
yang kemudian diwujudkan melalui beberapa instrumen yaitu, Pasal 28E Ayat (3) yang
menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan
pendapat, kemudian pada pasal 22E yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum,
kemudian diwujudkan dalam peraturan-peraturan, contohnya Undang-Undang No. 9 tahun
1998 mengenai kemerdekaan berpendapat dimuka umum, kemudian pada tahun berikutnya
disahkan juga peraturan mengenai kebebasan pers yang terdapat pada Undang-Undang No. 40
tahun 1999.

Melalui instrumen-instrumen peraturan tersebut masyarakat diberi ruang untuk terlibat
dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung,
maka demokrasi di Indonesia tidak hanya menjadi suatu sistem pemerintahan secara teoritis,
namun juga menjadi sarana perwujudan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak selalu berjalan mulus pada realitanya
pelaksanaan demokrasi di Indonesia banyak menghadapi tantangan yang mempengaruhi
kualitas dan keterlibatan masyarakat dalam demokrasi di Indonesia, yang menciptakan
rendahnya partisipasi rakyat dan representasi rakyat dalam proses perumusan kebijakan.
Adanya fenomena seperti money politic (politik uang), terciptanya dinasti politik, rendahnya
partisipasi masyarakat dominasi kaum elite dalam pelaksanaan demokrasi, selain masalah
struktural tantangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga muncul dan dipengaruhi oleh
adanya masalah institusional seperti lemahnya kredibilitas dan integritas, maraknya intervensi
sehingga menyebabkan kurangnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
atau institusi demokrasi di Indonesia, disamping itu tantangan pelaksanaan demokrasi juga
dipengaruhi aspek kultural, seperti adanya polarisasi melalui media sosial, penyebaran berita
hoax dan lain sebagainya yang mempengaruhi iklim demokrasi di Indonesia (Hidayat, 2025).

Dalam persoalan mengenai hubungan antara kehendak rakyat dan kekuasaan negara
telah menjadi perhatian berbagai pemikir, salah satunya Jean-Jacques Rousseau. Melalui
konsep General Will (kehendak umum), Rousseau menekankan bahwa legitimasi kekuasaan
harus bersumber dari kehendak umum yang mengutamakan kepentingan bersama
dibandingkan kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Menurut Rousseau, General
Will tidak sekadar mencerminkan kehendak mayoritas, melainkan merupakan kehendak yang
berorientasi pada kebaikan bersama common good dan kesejahteraan seluruh anggota
masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah idealnya diarahkan
untuk mewujudkan kepentingan umum, bukan melayani kepentingan kelompok elite atau
golongan tertentu. Menurut JJ Rousseau, keberhasilan suatu sistem demokrasi dapat dinilai dari
sejauh mana proses politik dan kebijakan publik mampu merepresentasikan kehendak umum
yang menjadi dasar kedaulatan rakyat (Siswanto & Aufa, 2025).

Kajian mengenai relevansi konsep general will terhadap pelaksanaan demokrasi di
Indonesia menjadi suatu urgensi yang menarik untuk dikaji, karena di dalam penelitian ini
menekankan perpektif normatif mengenai bagaimana suatu sistem politik merepresentasikan
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suatu kepentingan rakyat. Melalui kajian peprspektif general will terhadap pelaksanaan
demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak hanya di nilai melalui aspek
prosedural, namun juga dinilai dari kapabilitas suatu sistem dalam mewujudkan kehendak dan
kepentingan rakyat.

Konsep general will dapat digunakan sebagai indikator guna mengukur sejauh mana
implementasi demokrasi di Indonesia mencerminkan kehendak rakyat, kajian mengenai
general will dan praktik demokrasi di era saat ini telah menjadi suatu fokus utama yang menarik
untuk dikaji dalam peneltitian Narang et al., (2026) disebutkan bahwa konsep general will
dapat menjadi landasan etis bagi individu-individu yang berkecimpung di dunia politik agar
supaya dfalam perumusan kebijakan selalu berpegang teguh pada konsep dan prinsip general
will guna memperkuat posisi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Soedoed (2025) gagasan ini merupakan
landasan utama bagi gagasan politik masa kini, khususnya demokrasi. Rousseau menjelaskan
kehendak umum sebagai keinginan bersama masyarakat yang berfokus pada apa yang terbaik
untuk semua orang, bukan hanya untuk beberapa orang atau kelompok tertentu. Ia berpendapat
bahwa masyarakat hanya dapat mencapai kebebasan sejati dan cara pemerintahan yang adil
dengan berfokus pada kehendak umum, sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh
Wijaya (2016) mengungkapkan bahwa dalam pemikiran Rousseau sistem pemerintahan yang
ideal harus berlandaskan kehendak umum, agar mencapai kesetaraan, kebebasan berpendapat,
keadilan, dan kesejahteraan umum

Berdasarkan paparan diatas analisis kajian mengenai relevansi konsep general will
Rousseau terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi satu urgensi yang perlu untuk
diteliti. Analisis ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman mengenai relevansi konsep
general will Rousseau dengan realitas praktik demokrasi di Indonesia, serta dampak konsep
tersebut dalam demokrasi kontemporer, ditengah dinamika politik yang semakin menuju
kearah penyimpangan dalam praktik pelaksanaan demokrasi, seperti adanya politik uang,
intervensi kelembagaan, dan pengaruh aspek kultural, maka diperlukan suatu kerangka
pemikiran konseptual yang dapat menjelaskan demokrasi telah dijalankan sebenar-benarnya
atau hanya berorientasi pada kepentingan politik semata tanpa memperhatikan kehendak umum
masyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep general will merupakan karya utama buah pemikiran Jean-Jacques Rousseau
yang berisi prinsip dimana kehendak umum dijadikan sebagai sumber legitimasi kekuasaan
yang utama dalam suatu negara. Konsep general will dituangkan oleh JJ Rousseau dalam
karyanya yang monumental yang berjudul The Social Contract yang memandang bahwa
kekuasaan yang sah dalam suatu negara haruslah berasal dari rakyat sebagai pemegang
kekuasaan kedaulatan tertinggi disuatu negara, maka seyogyanya seluruh keputusan dan
kebijikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara selayaknya
memperhatikan kepentingan rakyat. JJ Rousseau melalui pemikrannya ini menolak adanya
kekuasaan yang berlebih dan absolut dari sekelompok kecil individu yang berkuasa, sebab
dalam pandangannya Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan rakyat tidak dapat diwakilkan
(Nursyifa, 2024).

Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, demos sendiri bermakna rakyat dan
kratos memiliki makna pemerintahan, maka secara umum demokrasi dapat dipahami sebagai
suatu sistem pemerintahan yang pada intinya menempatkan rakyat sebagat pemegang
kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat memiliki suatu tanggungjawab dan tugas
untuk berpartisipasi dalam proses politik pemerintahan, baik melalui perwakilan maupun
disalurkan secara langsung melalui mekasisme-mekanisme yang demokratis.
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Demokrasi diartikan sebagai paham yang menitikberatkan pada tiga prinsip utama yang
mencerminkan kepentingan rakyat yang dibawa didalamnya, seperti yang diutarakan oleh
Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi haruslah menjadi sistem pemerintahan
yang berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sementara itu Hans Kelsen mengemukakan
bahwa demokrasi ialah sistem pemerintahan yang berakar dari rakyat dan ditujukan untuk
memenuhi kepentingan-kepentingan rakyat, berbeda dengan Kelsen, Sidney Hook dalam
opininya mengatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk kekuasaan pemerintahan yang
mekanisme pengambilan keputusan penting harus bersumber dari kesepakatan mayoritas yang
diberikan dengan tanpa paksaan oleh rakyat, kemudian menurut Aristoteles demokrasi
merupakan bentuk pemerintahan yang amat sangat melegitimasi kebebasan, karena melalui
kebebasan itu setiap individu didalam negara memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat
dalam pengambilan dan pembagian kekuasaan dalam negara (Kristiyanto & Dhewantoro,
2025). Maka berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diambil suatu garis besar bahwa
demokrasi dapat dijadikan sarana oleh rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi untuk
menentukan dan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan negara sesuai
dengan aspirasi dan kepentingan yang dikehendaki oleh masyarakat.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan
teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data
dalam metode ini diperoleh melalui menelaah literatur, buku-buku, jurnal ilmiah. Penggunaan
metode ini dimaksudkan untuk memperdalam serta memperluas wawasan dan pemahaman
mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam perspektif konsep general will yang
dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep General Will dalam Pemikiran Jean-Jacques Rousseau

General Will dalam pemikiran Jean-Jacques Rousseau merupakan ide untuk
menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok, golongan, dan pribadi,
sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah benar-benar mengakomondasi
kepentingan rakyat. Dalam pandangan rousseau negara dikatakan sebagai negara yang
demokratis apabila telah mencerminkan kepentingan rakyat guna menciptakan kesejahteraan
umum, suatu kebijakan harus berlandaskan kehendak umum dan tidak boleh hanya
mengakomondasi kepentingan segelintir orang dan entitas tertentu. Legitimasi kekuasaan
hanya dapat dicapai ketika kebijakan dihasilkan dengan dilandasi oleh kehendak umum guna
mencapai common goods atau kebaikan bersama.

General Will bukanlah sekedar kumpulan dari keinginan individu di dalam suatu
komunitas sosial, namun menjadi suatu kehendak kolektif yang telah dipertimbangkan secara
rasional oleh masyarakat demi mewujudkan kepentingan umum dalam suatu negara. Pemikiran
rousseau mengenai kehendak umum dapat digunakan sebagai landasan dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pemikiran Rousseau pemahaman mengenai general will dijabarkan dalam tiga
konsep utama seperti yang dijelaskan (Canon, 2022) yaitu Implicit Will Of Collective, Declared
Will of Assembelies,dan Personal Will Towards On Goods. Pertama, Implicit Will of Collective
(Kehendak Kolektif Yang Implisit), pada konsep ini Rousseau menyatakan bahwa kehendak
umum merupakan sesuatu yang secara alamiah melekat pada Setiap individu pada setiap
komunitas masyarakat, kehendak umum tidak harus di impelmentasikan melalui pemungutan
suara, musyawarah, ataupun segala bentuk keputusan yang bersifat resmi, kehendak umum
(General Will) telah dianggap menjadi suatu orientasi yang mengarahkan pada perwujudan
kepentingan masyarakat. Kedua, Declared Will of Assembelies (Kehendak Yang Dinyatakan

AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol. 8 No. 3 Tahun 2026 105



ARTIKEL

Oleh Majelis Rakyat), pada konsep ini Rousseau menjelaskan bahwa kehendak umum harus
dinyatakan karena sifatnya yang abstrak dan melekat pada setiap Individu anggota masyarakat,
Kehendak umum mesti dinyatakan dalam proses politik melalui pelibatan masyarakat secara
langsung, pelibatan masyarakat ini muncul dalam kegiatan seperti musyawarah dan kegiatan
diskusi antar masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tersebut masyarakat dapat menyatakan
pendapat serta ide mereka dengan cara-cara yang demokrasi sehinggaa memunculkan
kehendak umum (General Will). Dalam pandangannya Rousseau memandang bahwa segala
instrumen yang menyangkut kepentingan umum harus lahir dari kesepakatan bersama, artinya
kehendak umum (General Will) bukan dibuat dan ditemukan oleh para penguasa melainkan
lahir dari proses politik lokal dari masyarakat sendiri. Ketiga, Personal Will Towards on Goods
(Kehendak Moral Dalam Diri Setiap Individu), konsep Personal Will Towards on Goods
merupakan fondasi inti pemikiran Rousseau dalam konsep ini Rousseau berpandangan bahwa
setiap individu memiliki dua jenis kehendak yaitu, kehendak pribadi (Particullar Will) dan
kehendak umum atau General will, Rouseau dalam pemikirannya memandang bahwa ketika
seorang individu menjalankan perannya sebagai warga negara, individu tersebut tidak hanya
berpikir mengenai dirinya sendiri namun juga memikirkan apa yang baik bagi masyarakat ,
inilah kemudian yang disebut sebagai personal general will.

2. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari falsafah kehidupan
bangsa Indonesia yakni pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa pancasila tentu menjadi
landasan normatif dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pada
aspek demokrasi di Indonesia, artinya kehidupan demokrasi di Indonesia harus merujuk dan
tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila (Sabar, 2023), nilai-nilai pancasila yang
berkaitan erat dengan demokrasi termaktub dalam sila keempat pancasila yang mencerminkan
komitmen bangsa Indonesia untuk menempatkan rakyat sebagai rakyat subyek utama dalam
proses pengambilan keputusan sekaligus memastikan keterlibatan rakyat dalam pengambilan
keputusan, demokrasi di Indonesia tidak boleh hanya berfokus pada mekanisme suara
mayoritas dalam pengambilan keputusan, namun mengedepankan musyawarah untuk
mencapai mufakat sesuai dengan prinsip kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan.

Demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai pancasila lazim disebut sebagai demokrasi
pancasila, demokrasi pancasila lebih menekankan pada persatuan demi minghindari konflik
horizontal di masyarakat. Prinsip utama dalam demokrasi pancasila ialah musyawarah dan
mufakat dalam proses penganbilan keputusaan hal ini dijiwai oleh nilai nilai gotong royong,
kekeluargaan dan harmoni sosial yang telah menjadi ciri khas bangsa indonesia, perwujudan
demokrasi pancasila bukanlah sebagai sistem pemerintahan semata, tetapi juga sebagai
pencerminan dari identitas nasional serta nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat
Indonesia.(Sovia et al., 2024). Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia pancasila berperan
sebagai landasan moral filosofis guna menciptakan integrasi antara nilai-nilai demokrasi
dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. (Sabar, 2023).

Selain mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila pelaksanaan
demokrasi di Indonesia juga harus berlandaskan konstitusi yang menjadi dasar
penyelenggaraan negara, dalam kehidupan demokrasi di Indonesia rakyat memegang peranan
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tidak hanya berperan
sebagai sumber hukum semata, namun juga mengatur hubungan antara warga negara dan
pemerintah, serta mengatur bagaimana mekanisme kekuasaan di jalankan. Dengan adanya
konstitusi nilai-nilai demokrasi seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak dan kedudukan
dimata hukum, hak partisipasi politik mendapatkan legitimasi dan jaminan secara
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konstitusional. Konstitusi dapat menjadi penjamin kehidupan demokrasi di indonesia hal ini
diwujudkan melalui pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menginterpretasikan peraturan-peraturan hukum serta menilai apakah peraturan-peraturan
tersebut sejalan atau tidak dengan konstitusi, sehingga memperkuat mekanisme check and
balences dalam penyelenggaraan pemerintahan negara agar tidak terjadi tumpang tindih
kekuasaan dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan di
Indonesia (Mas’ud et al., 2025).

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah lama dilakukan, pelaksanaan demokrasi di
Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukan tren yang stabil dan cenderung mengarah
pada peningkatan. Hal ini tentunya perlu diperkuat dan dipertahankan guna menghadirkan
iklim demokrasi yang berkualitas di Indonesia, akan tetapi demokrasi di Indonesia dalam
pelaksanaannya menghadapi beberapa tantangan, demokrasi di Indonesia menjadi indikator
utama dalam perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia, justru mengalami kecenderungan
penurunan kualitas, hal ini dapat terlihat dari data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik.
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Gambar 1. Indeks Demokrasi di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Dalam konteks perwujudan kedaulatan rakyat demokrasi di Indonesia tidak semata-
mata diimplementasikan melalui penyelenggaraan pemilihan umum, namun juga mengenai
kebebasan sipil, partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan tingkat
representasi kepentingan masyarakat dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat
diwujudkan secara nyata. Namun menurut beberapa penenelitian demokrasi di Indonesia justru
menunjukkan penurunan dalam prakteknya, penelitian (Reguna, 2025) menunjukan bahwa
kemunduran dan penurunan demokrasi di Indonesia sengaja diciptakan oleh para elite politik
untuk melanngengkan kekuasaan, tentunya hal tersebut sangat berbahaya bagi kedaulatan
rakyat dalam proses demokrasi di Indonesia, pada aspek yang lain demokrasi di Indonesia juga
mengalami penurunan yaitu pada aspek kesetaraan terutama dalam kesetaraan gender (Ganesa,
Amaliatulwalidain, Isabella, & Bitrayoga, 2026) dalam penelitianya menyebutkan bahwa
pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih belum mengalami peningkatan signifikan, hal ini
dibuktikan dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pemilu akibat adanya
masalah sistemik yang hidup dalam masyarakat seperti patriaki sehinnga perempuan tidak
diperkenankan mengikuti proses politik sejak lama yang berakibat pada rendahnya kesadaran
kaum perempuan mengenai kewajiban konstutional mereka, kondisi ini diperparah dengan
adanya ketimpangan dalam penerimaan informasi yang menyebabkan para kaum ibu berada
dalam posisi yang tidak setara dalam proses pemilu, selain itu calon kepala daerah (cakada)
juga mendapat stigma negatif saat mengikuti pemilu, kondisi faktual demikian sangat
membahayakan bagi kualitas demokrasi di Indonesia.
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Dalam penelian (Irawati, 2026) terungkap fakta empiris bahwa sistem perwakilan
dalam sistem demokrasi Indonesia dianggap kurang optimal dalam merepresentasikan
kepentingan rakyat dalam proses pembuatan undang-undang karena lebih banyak
mengakomondasi kepentingan elit dan partai politik ini tentu berimbas pada produk legislasi
yang dihasilkan tak jarang produk legislasi yang dihasilkan menyimpang dari kemauan dan
kehendak rakyat selaku pemilik kedaulatan, fenomena ini tentunya berimplikasi pada
penurunan kualitas demokrasi di Indonesia, selain kurang optimalnya fungsi lembaga
perwakilan, masalah pelik lain yang menghiasi kehidupan demokrasi di Indonesia ialah
menurunya kebebasan sipil, masalah ini turut mendorong menurunya kualitas demokrasi di
Indonesia, tim dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa
kebebasan masyarakst sipil untuk berekspresi kian menyempit, hal ini di perkuat dengan bukti
seperti revisi terhadap UU ITE yang memperketat pengawasan aparat terhadap warga sipil di
dunia maya serta munculnya undang-undang mengenai organisasi masyarakat kondisi ini
tentunya mengancam kebebasan sipil dan membawa Indonesia kedalam kemunduran
demokrasi (Hurriyah, Karim, Widianti, Ulum, & Rostianti, 2024) selain masalah kebebasan
sipil muncul masalah lain yaitu rendahnya partisipasi publik dalam proses demokrasi dikutip
dari Buku Referensi Indeks Partisipasi Pemilu Dan Tantangan Masa Depan Demokrasi Di
Indonesia karya (Trasmianto, 2025) didapati bahwa tingkat partisipasi langsung masyarakat
dalam pemilu mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, penurunan ini dilatarbelakangi
beberapa faktor seperti ketidak percayaan pemilih terhdap institusi demokrasi, munculnya
sikap apatisme politik di kalangan masarakat, rendahnya kesadaran politik dan adanya praktik
politik uang. Selain pada pemilu, masalah partisipasi langsung masyarakat dalam demokrasi
juga dapat terlihat pada aksi demonstrasi, pada aksi demonstrasi yang oleh (Muthmainnah,
2023) sebagai perwujudan partisipasi masyarakat sekaligus salah satu alat kontrol masyarakat
terhadap jalannya pemerintahan negara justru mendapat hambatan dari negara yakni dengan
adanya represifitas aparat dalam mengamankan aksi demonstrasi di Indonesia seperti yang
diungkap (Pardosi et al., 2025) dalam penelitiannya, kondisi ini tentunya sangat berbahaya bagi
iklim demokrasi di Indonesia dimana negara yang seharusnya menjamin kebebasan berekspresi
sebagai bagian dari demokrasi justru berlaku represif dan menghalangi hak rakyat untuk
menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka.

3. Relevansi Konsep General Will Terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Konsep General Will pada hakikatnya menempatkan rakyat beserta kepentingannya
sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan negara supaya penyelenggaraan negara
menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak umum dan aspirasi
masyarakat. Dalam konteks demokrasi di Indonesia konsep General Will dapat ditelaah melalui
pelaksanaan beberapa prinsip yang di bawa dalam General Will itu sendiri, seperti yang di
jelaskan (Wijaya, 2016) bahwa prinsip-prinsip dalam konsep General Will meliputi kedaulatan
rakyat, kesataran dalam demokrasi, Musyawarah untuk mencapai kebaikan bersama (common
goods), kebebasan sipil, partisipasi langsung, berdasarkan temuan tersebut, tabel berikut
menyajikan komparasi antara prinsip-prinsip General Will Rousseau, dan implementasi
empiris dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Tabel 1. Implementasi Prinsip General Will dengan Praktik Demokrasi di Indonesia
No | Prinsip General Praktek Pelaksanaan Relevansi General Will dalam
Will Rousseau Demokrasi di Indonesia Demokrasi di Indonesia
1 | Kedaulatan rakyat | Kedaulatan rakyat dalam | Meskipun secara teoritis
demokrasi di  Indonesia | perwujudan kedaulatan rakyat
termaktub dalam konstitusi | dalam demokrasi di Indonesia
UUD 1945 yang secara | telah relavan dengan konsep
umum menyatakan bahwa | General will Rousseau, namun
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rakyat Indonesia memegang
kedaulatan tertinggi dan
keterlibatanya dalam
demokrasi diwakilkan
melalui dewan perwakilan
rakyat, namun dalam
praktiknya kedaulatan rakyat
di Indonesia masih tergerus
oleh adanya kepentingan
elite politik dan intervensi
kekuasaan.

pada realitas praktik
pelaksanaanya tidak
mencerminkan konsep

terwujudnya konsep General
will.

2 | Kesetaraan dalam
demokrasi

Dalam demokrasi kesetaraan
dalam demokrasi di
Indonnesia dijamin secara
konstitusional oleh Undang-
Undang dasar 1945, namun
dalam praktiknya kesetaraan
dalam demokrasi di
Indonesia kurang optimal
oleh karena adanya masalah-

Meskipun secara teoritis
perwujudan kesetaraan dalam
demokrasi di Indonesia telah
relavan dengan konsep General
will Rousseau, namun pada
realitas praktik pelaksanaanya
tidak mencerminkan konsep
terwujudnya konsep General
will.

praktiknya parlemen gagal
merepresentasikan kehendak
rakyat karena banyaknya
intervensi kepentingan
politik dari partai politik.

masalah sistemik seperti
patriarki dan  rendahnya
implementasi prinsip
persamaan dalam demokrasi.

3 | Musyawarah untuk | Dalam demokrasi di | Meskipun secara teoritis
mencapai kebaikan | Indonesia prinsip | perwujudan musyawarah untuk
bersama (common | musyawarah di | mencapai kebaikan bersama
goods) implementasikan ~ melalui | dalam demokrasi di Indonesia

keterwakilan  rakyat di | telah relavan dengan konsep
parlemen untuk mencapai | General will Rousseau, namun
kehendak  umum  demi | pada realitas praktik
terciptanya kebaikan | pelaksanaanya tidak
bersama, namun dalam | mencerminkan konsep

terwujudnya konsep General
will.

4 | Kebebasan sipil

Kebebsasan sipil dalam
demokrasi di  Indonesia
dijamin secara konstitusional
dalam pasal 28E ayat 3 dan
28F UUD 1945, namun
dalam praktiknya
implementasi kebesan sipil
masih belum optimal karena
adanya intervensi  oleh
negara melaui cara-cara non-
demokratis seperti

represifitas aparat dalam

Meskipun secara teoritis
perwujudan kebebasan  sipil
dalam demokrasi di Indonesia
telah relavan dengan konsep

General will Rousseau, namun
pada realitas praktik
pelaksanaanya tidak
mencerminkan konsep

terwujudnya konsep General
will.
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mengamankan aksi
demonstrasi serta makin
ketatnya regulasi hukum
sehingga  ruang  untuk
berekspresi dan dan
menyampaikan aspirasi kian
menyempit  yang  pada
akhirnya membawa pada
kemunduran demokrasi.

5 | Partisipasi Partisipasi dalam demokrasi | Meskipun secara teoritis
langsung di Indonesia telah ada sejak | perwujudan partisipasi langsung
lama dan dijamin dalam | dalam demokrasi di Indonesia
UUD 1945 pasal 1 ayat 2, | telah relavan dengan konsep
pasal 27 ayat 1, pasal 28C | General will Rousseau, namun
ayat 2, pasal 28E, pasal 22A, | pada realitas praktik

yang mengatur partisipasi | pelaksanaanya tidak
langsung masyarakat dalam | mencerminkan konsep
kehidupan demokrasi di | terwujudnya konsep General
Indonesia untuk | will.

menciptakan pastisipasi

yang bermakna (meaningful
participation), namun pada
realitasnya partisipasi
masyarakat cenderung
rendah dan sering tidak ikut
disertakan dalam  proses
perumusan kebijakan.

Temuan tersebut menunjukan bahwa tingkat relevansi General Will Rousseau pada
pelaksanaan demokrasi di Indonesia, pada dasarnya menunjukan relevansi yang kuat secara
teoritis, namun berdasarkan hasil analisa yang telah di paparkan menunjukkan bahwa
pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencermunkan prinsip-prinsip General Will dalam
implementasi praktiknya secara empiris. Kondisi demokrasi di Indonesia menunjukan adanya
kesenjangan antara teori dan praktik demokrasi.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, konsep General Will Jean-Jacques Rousseau memiliki
relevansi yang kuat dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia karena sama-sama
menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan mengutamakan kepentingan bersama.
Secara normatif, prinsip-prinsip General Will telah tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945,
namun implementasinya belum sepenuhnya terwujud akibat dominasi elite politik, lemahnya
representasi rakyat, rendahnya partisipasi publik, dan berbagai hambatan terhadap kebebasan
sipil. Oleh karena itu, General Will tetap relevan sebagai kerangka normatif untuk memperkuat
kualitas demokrasi Indonesia agar lebih berorientasi pada kehendak dan kepentingan rakyat.
Penelitian ini terbatas pada studi kepustakaan sehingga diperlukan penelitian empiris untuk
memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip General Will
dalam praktik demokrasi di Indonesia.
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